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Kriminalisasi Guru

Senayan Usulkan Ada Hak Imunitas

SENAYAN mendorong pengatur-
an hak fmumitas bagi guru dan
dosen menyusul maraknya krimi-
malisasi lerhadap pendidik di ber-
bagai dacrah. Imunitas dianggap
perlu diberikan ketika pendidik
menjalankan fungsi pendidikan
secara proporsional, idak melang-
g hukum, dan tetap berada dalam
koridor elika profesi.

Anggota Komisi 11T DPR
Abdullah menilai, dunia pendi-
dikan membutuhkan ketegasan
dalam proses pembentukan kara-
ler peserta didik sebagai fondasi
masa depan bangsa. Tanpa peclin-
tungan hukurn yang memadai,
guru justru rentan dikriminal-
isast ketika menjalankan fungsi
disiplin yang scjatinya menjadi
bagian dari pendidikan.

“Saya sepakat perlu ada hak
imunitas bagi guru dan dosen.
Pendidikan membutuhkan kete-
gasan agar lidak muncul budaya
melawan gury,” kata Abdullah
dalam Rapat Kerja Komisi 111
DPR dengan Jaksa Agung di
Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Sclasa (20/1/2026).

Dia lantas merefleksikan
pengalamannya saal menjadi
santri, di mana pendisiplinan
merupakan bagian dari tradisi

pendidikan yang membentuk
karakter. Ketegasan bukanlah
bentuk kekerasan, melainkan
instrumen pembelajaran lang-
gung jawab dan penghormalan
terhiadap nilai-nilai moral.

Politikus PKB itu juga menyo-
rofi pergeseran relasi anlara gur
dan siswa di ruang pendidikan
saal ini yang dinilainya sermakin
rentan konflik hukum. Banyak
persoalan kecil justru berujung
pada laporan pidana terhadap pen-
didik yang sedang menjalankan
ugasnya. “Ada kecenderungan
intimidasi terhadap guru yang
mendisiplinkan siswa. Guru jus-
tru dilaporkan secara hukum saat
menjalankan tugas,” Katanya,

Scbagat angpota Panja Revisi
UU Guru dan Dosen, Abdullah
menegaskan perlindungan profest
menjadi perhatian utama dalam
pembahasan revist regulast lerse-
but. Pengaturan imunitas harus
dirumuskan secara proporsional,
terukur, dan bertanggung jawab
agar tidak disalahgunakan, “Per-
lindungan guru dan dosen harus
diperkuat agar mercka mendidik
dengan tenang dan berwibawa,"
ucapnya.

Pendapat senada disampaikan

Ketua Komisi 1T DPR Habibu-

P (9

Abdullah

rokhman yang mendorong ada-
nya imunitas guru dalam revisi
UU Gurudan Dosen, Profesi guru
layak mendapat perlindungan
hukum sebagaimiana profesi lain
yang memiliki peran strategis
dalam sistem negara. “Advokat
saja ada imunitas yang kila per-
junghan kemarin, In guru justru
lidak ada imunitas,” wjamya,
Habiburokhman meminta
Badan Legislasi (Baleg) DPR
memasukkan satu pasal khusus
lerkait perlindungan puru dalam
revisi UU tersebut. Fokus awal
harus diarahkan pada aspek imu-
nitas sebagai kebutuhan mende-
sak yang menyentuh langsung

persoalan di lapangan, sehingga
tiddak perlu banyak yang diubah.

Dia menambahkan, sejumlah
kasus kekerasan dan krimi-
nalisasi terhadap guru telah
menjadi fenomena gunung es
yang mengkhawatirkan. Salah
salunya (erjadi di Jambi yang
perlu dijadikan alarm serius bagi
pembuat kebijakan nasional.

Sejalan dengan hal itu, ang-
pota Komist [TI DPR Hinca
Pandjaitan secara khusus me-
minta Kcjaksaan Agung meng-
hentikan perkara guru honorer
5D di Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi, Tri Wulan-
sari, Penclapan tersangka terha-
dap Wulansari sebagai bentuk
kriminalisasi yang tidak sejalan
dengan KUHP baru,

“Kami meminta Kejaksaan
Agung segeramenghentikan perka-
ra ind karcnia tidak sesuai dengan
Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP yang baru saja ber-
laku," kata Hinca,

Dia menegaskan, Komisi 111
berpendapat perkara it lidak
memenuhi unsur mens tea atau
nial jahal. Tindakan Wulansari
tictak dapat dikualifikasikan sebagai
perbuatan pidana karena tidak
mengandung maksud jahat dalam

menjalankin fungst pendidikarmya.

Hinca juga menyorofi beban
psikologis dan fistk yang dialami
sang guru karena harus menjaland
wijily lapor scjauh 80 kilometer
dari tempal linggalnya. Kondisi
itu sermakin memperkual dogaan
adanya perlakuan hukum yang
tidak proporsional terhiadap seorang
aune

“Lewat rapat kerja ind, Komisi
[ meminta Kejaksaan menghen-
tikan perkara ini melalui Kejati
Jambi dan Kejari Muaro Jambi,”
tegas legislator Fraksi Partai
Demokral itu.

Menanggapi permintazn itu,
Burhanuddin langsung mem-
berikan jaminan penghentian
perkara jika berkas sudah masuk
ke pihaknya. Dia menegaskan
komitmen institusinya untuk
tidak melanjutkan perkara yang
dinilai tidak memenuhi unsur
pidar.

Sebelumnya, Wulansari yang
melakukan audicnsi dengan
Komisi 11l DPR menjelaskan
dhuduk perkara kasus yang men-
buatnya ditetapkan sebagai ter-
sangka, Kata dia, perkara bermula
dard razia rambut siswa yang dicat
saat kegialan penertiban sckolah
pada 8 Januari 2025. wpys
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